
BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

TARIF LAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT SEBAGAI UNIT KERJA YANG MENERAPKAN POLA
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 83
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu
menetapkan peraturan Bupati tentang Tarif Layanan
Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan
Masyarakat Sebagai Unit Kerja Yang Menerapkan
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten
Solok Selatan dan Pasaman Barat Propinsi Sumatera
Barat;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 153 tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587),sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembarabn Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah

SALINAN

 

 



dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 128 Tahun 2004
tentang Kebijakan Dasar Penyelenggaraan Puskesmas;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita
Negara Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2
Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun
2011 Nomor 2 , Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Dharmasraya Nomor 33;

8. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 126 Tahun
2017 tentang Pola Tata Kelola pada Unit Pelaksana
Teknis Pusat kesehatan Masyarakat Kabupaten
Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten
Dharmasraya Tahun 2017 Nomor 128);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT SEBAGAI UNIT KERJA YANG
MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Dharmasraya
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya

disingkat Puskesmas adalah fasilitas kesehatan
yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan
Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan
tingkat pertama dengan lebih mengutamakan
upaya Promotif dan Preventif untuk mencapai
derajat Kesehatan masyarakat yang setinggi-
tingginya diwilayah kerjanya.

5. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan
Masyarakat yang selanjutnya disebut UPT-
Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas
Kesehatan yang melaksanakan tugas teknis dinas
dibidang pelayanan dasar.



6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat
Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah
daerah yang dibentuk untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat berupa
penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual
tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan
dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada
prinsip efisiensi dan produktivitas.

7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang
selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola
pengelolaan keuangan yang memberikan
fleksibilitas berupa keleluasaan untuk
menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat
untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dalam rangka memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan
kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari
ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada
umumnya.

8. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan yang
bertujuan untuk meningkatkan status
kesehatan, mencegah penyakit, mendiagnosis
dan mengobati penyakit, memantau
perkembangan penyakit, mencegah kecacatan
dan merehabilitasi kesehatan pasien.

9. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa
yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil
yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan
untuk menutup seluruh atau sebagian dari
biaya per unit layanan.

10. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima
oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang
diberikan kepada pasien dalam rangka observasi,
diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite,
rehabilitasi medis atau pelayanan lainnya.

11. Unit Cost adalah harga satuan atas biaya yang
dikeluarkan untuk membiayai satu pelayanan.

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya peraturan Bupati ini
adalah sebagai pedoman bagi UPT Puskesmas
untuk melakukan pemungutan dari jasa
Layanan Puskesmas untuk meningkatkan
Pendapatan pada UPT Puskesmas.



(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini
adalah untuk mengatur pengelolaan
pendapatan pada UPT Puskesmas.

BAB II
TARIF LAYANAN

Pasal 3

UPT Puskesmas sebagai Unit Kerja yang
menerapkan PPK BLUD dapat memungut biaya
kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa
layanan yang diberikan.

Pasal 4

(1) Imbalan atas jasa layanan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 3 ditetapkan dalam

bentuk tarif yang disusun atas dasar

perhitungan biaya satuan perunit layanan

atau hasil perinvestasi dana yang bertujuan

untuk menutup seluruh atau sebagian dari

biaya.

(2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dipungut berdasarkan besaran tarif

sesuai dengan jenis layanan yang diberikan.

(3) Penerapan tarif layanan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan

aspek-aspek :

a. kontinuitas dan pengembangan layanan;

b. daya beli masyarakat;

c. asas keadilan dan kepatutan; dan

d. kompetisi yang sehat.

BAB III
OBJEK DAN SUBJEK TARIF LAYANAN

Pasal 5

(1) Objek tarif layanan adalah setiap pelayanan
kesehatan yang disediakan oleh UPT-
Puskesmas dan jaringannya.

(2) Jaringan UPT Puskesmas sebagaimana
dimaksud ayat (1) meliputi:



a. Unit Layanan Puskesmas ;
b.Puskesmas Pembantu;
c.Puskesmas Keliling; dan
d.Pondok bersalin desa/Pos Kesehatan
Nagari

(3) Objek tarif layanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
a. pelayanan kesehatan dasar:
b. pelayanan rawat inap;
c. pelayanan tindakan khusus;
d. pelayanan kesehatan lain-lain.

(4) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) tercantum dalam lampiran peraturan
Bupati ini.

Pasal 6

(1) Subjek Tarif layanan adalah orang pribadi
atau badan yang memperoleh pelayanan
kesehatan pada UPT-Puskesmas dan
jaringannya

(2) Dikecualikan dari subjek Tarif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah
a.pasien tidak mampu yang telah diverifikasi
sesuai ketentuan yang berlaku;

b.pasien penyakit menular yang
pengobatannya termasuk dalam program
pemberantasan penyakit menular;

c.pasien peserta BPJS Kesehatan sesuai
ketentuan yang diatur dalam peraturan
perundangan tang berlaku.

BAB IV
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

Pasal 7

(1) Seluruh penerimaan dan pengeluaran dari

hasil pelayanan dicatat pada buku kas

umum PPK BLUD yang dipisahkan;

(2) Seluruh penerimaan dari hasil pelayanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor

secara bruto pada rekening kas PPK-BLUD;



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 3 Mei 2019

BUPATI DHARMASRAYA

ttd
SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 3 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

ADLISMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2019 NOMOR 15










